MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (C21) 3453553
Tromol Pos Nomor 212 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 111/SEK/RA1.5/1/2025 Jakarta, 22 Januari 2025
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pengingat Pengisian Aplikasi e-Monev Bappenas 2024

Berdasarkan PP 39/2006 Triwulan IV TA 2024

Yth. 1. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding;
2. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama.

Sehubungan dengan surat Sekretaris Mahkamah  Agung  Nomor
4491/SEK/RA1.5/X11/2024 tanggal 23 Desember 2024 hal Pengisian Aplikasi e-Monev
Bappenas 2024 Berdasarkan PP 39/2006 Triwulan IV TA 2024, dengan ini kami
ingatkan kembali bahwa batas akhir pengisian aplikasi e-Monev Bappenas 2024
tersebut adalah hari Senin, 10 Februari 2025.

Kami informasikan bahwa kelengkapan pengisian data pada apli<asi tersebut per
tanggal 20 Januari 2025 sebesar 69,05%, oleh karena itu diminta kepada Bapak/Ibu
untuk melakukan pemantauan kembali atas kelengkapan pengisian pada aplikasi e-
Monev Bappenas 2024.

Adapun satuan kerja yang terpantau belum melengkapi pengisian capaian
triwulan 1V sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,
B30
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LAMPIRAN

Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor 1 111/SEK'RA1.5/1/2025
Tanggal : 20 Januari 2025

DAFTAR SATUAN KERJA YANG BELUM MELENGKAPI PENGISIAN APLIKASI E-MONEV
PP 39/2006 TAHUN 2024 S.D. DESEMBER 2024
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